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Abstrak
Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun, salah satu pembangunan di bidang hukum, termasuk mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kepastian hukum akibat hukum pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian dari penelitian ini mendapatkan suatu solusi mengenai akibat hukum  dan kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hal ini diharapkan dapat memenuhi prinsip keadilan. Sedangkan  permasalahannya adalah, bagaimanakah akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bagaimanakah kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan jenis penelitian kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan dalam penelitian ini dipergunakan jenis pendekatan terhadap permasalahan mengenai akibat hukum dan kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan di Indonesia. Teknik penelitian data dilakukan untuk  mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan cara studi dokumen (study of document), studi literatur (study of literature) wawancara (interview), kuesioner,dan pengamatan (observation). Metode analisa data yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara kualitatif yang artinya data diukur secara tidak langsung untuk data deskriptif. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan metode analisis kualitatif.  
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah akibat hukum berdampak terhadap hukum  keluarga yang pernah dibangun harus berpisah dengan pengesahan keputusan pengadilan, namun kedudukan anak tetap garis dengan ayahnya dan ibunya, status isteri harus pisah, namun kedudukan harta harus dibagi.  Sedangkan hasil penelitian terhadap kepastian hukumnya adalah  berdasarkan pada Kompilasasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah Pembatalannya dapat dilakukan langsung oleh suami isteri tanpa harus menunggu keputusan pengadilan, jika suami istri telah membatalkannya, maka pengadilan cukup melakukan pengesahan pembatalan yang telah dilakukan oleh suami istri, hal itu memerlukan kepastian hukum yang mempertegas peraturan yang ada.
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